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ABSTRAK

Penerapan sistem pemungutan pajak self assessment yang lahir sejak
dilakukannya reformasi administrasi perpajakan pada tahun 1983 khususnya untuk Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memungkinkan wajib pajak untuk
melakukan tindakan penghindaran pajak, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara
pemilik usaha dan pemerintah dalam hal pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah
satu beban usaha yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi
pemerintah, semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan
semakin besar pula pendapatan negara. Schingga pemilik usaha cenderung untuk
meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan manajemen
perpajakan. Manajamen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan
pajak, pelaksanaan (implementasi) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Sehingga
tax review perlu dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku untuk meminimalisir sanksi perpajakan serta untuk melakukan tax planning agar
beban pajak yang dibayarkan dapat seefisien mungkin.

Dalam penelitian ini tax review terhadap Hotel RK dilakukan dengan
menelaah seluruh aspek perpajakan Hotel RK untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan
melakukan fax planning pada Hotel RK. Penelitian ini dilakukan atas kewajiban PPh Pasal
21, PPh Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Hotel, serta Pajak Restoran untuk
tahun pajak 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang
meliputi wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku,
jurnal, maupun peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil tax review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
selama tahun pajak 2017 masih terdapat ketidaksesuaian antara angka dan jumlah yang telah
disetorkan dan dilaporkan oleh Hotel RK dengan angka dan jumlah yang seharusnya
disetorkan dan dilaporkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama
dalam aspek PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Terdapat
potensi untuk dikenakannya sanksi perpajakan akibat PPh Pasal 21 yang kurang disetorkan,
objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) berupa penghasilan jasa giro yang tidak dilaporkan
seluruhnya dalam SPT Tahunan PPh Badan 2017, dan kurang bayar Pajak Restoran selama
tahun pajak 2017. Salah satu fax planning yang dapat dilakukan oleh Hotel RK adalah untuk
meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk menghitung
PPh Badan terutang pada tahun pajak 2020 karena terdapat penghematan pajak dibandingkan
menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Sanksi Perpajakan, Tax
Review, Tax Planning



ABSTRACT

The implementation of self-asessment system that was born since tax
administration reform that has been done in 1983, especially for income tax and value-
added tax enables taxpayers to do tax avoidance, which is a form of tax evasion that could
happen because there are differences in interest between business owners and government in
tax matters. For business owners, tax is one of the operating expenses that can reduce
company'’s net income. While for the government, the greater the amount of taxes paid by the
taxpayers, the greater the amount of the country’s income be. So that business owners tend
to minimalize their tax burden by doing tax management. Tax management consists of three
stages which include tax planning, implementation of tax obligations, and tax control. So the
tax review needs to be done to find out whether taxpayers have carried out their tax
obligations in accordance with applicable tax legislations to minimize tax sanctions and to
do tax planning so that the tax burden paid can be as efficient as possible.

In this study, tax review has been done in Hotel RK. Through tax review, all
aspects of taxation in Hotel RK were reviewed to minimalize tax sanctions and do tax
planning in Hotel RK. This study was conducted in the matter of Income Tax Article 21,
Income Tax Article 4 Paragraph (2), Income Tax using Government Regulations Number 46
Year 2013, Hotel Tax, and Restaurant Tax for the 2017 tax year.

The method used in this study is descriptive method. Type of data that was
used in this study is primary and secondary data. Data collection technique that was
conducted in this study is field research which consists of interviews, documentation, and
literature research which sourced from books, journal, and tax legislations.

Based on the result of tax review that had been done, can be concluded that
along 2017 tax year there are still mismatches between the number and total that have been
paid and reported by Hotel RK with the number and total that should be paid and reported
according to tax legislations, especially in the aspects of Income Tax Article 21, Income Tax
Article 4 Paragraph (2), Hotel Tax, and Restaurant Tax. There are potentially tax sanctions
due to underpayment of Income Tax Article 21, Income Tax Article 4 Paragraph (2)
deduction object in the form of demand deposits not reported entirely in the 2017 Annual
Corporate Income Tax Return, and underpayment of Restaurant Tax during 2017 tax year.
One of the tax plannings that can be done by Hotel RK in minimizing tax burden is by using
Article 31E income tax rate to calculate the outstanding Corporate Income Tax in 2020 tax
year because there are tax savings rather than using Government Regulation Number 46
Year 2013.

Keywords: Tax, Income Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Taxation Sanction, Tax Review, Tax
Planning
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setelah dilakukannya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun
1983, lahirlah sebuah sistem perpajakan baru, yaitu self assessment system yang
diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada
sistem pemungutan pajak self-assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran yang krusial dalam sistem pemungutan pajak
ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan yang berfungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan melakukan aktivitas
penelitian, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam sistem
pemungutan pajak self-assessment.

Dengan sistem pemungutan pajak self-assesment ini, terdapat
kelemahan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan
kepentingan antara pemilik usaha sebagai wajib pajak dan pemerintah dalam hal
pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah satu beban usaha yang dapat
mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, semakin besar
jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula
pendapatan negara. Sehingga pemilik usaha cenderung untuk meminimalkan beban
pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan manajemen perpajakan.
Manajamen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan pajak,
pelaksanaan (implementasi) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.

Perencanaan pajak atau tax planning bertujuan untuk meminimalkan
beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. Tax planning merupakan
rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk
meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar

peraturan perpajakan (Pohan, 2016:8). Sedangkan tax review perlu dilakukan untuk



menghindari potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada wajib pajak karena tax
review dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa pelaksanaan kewajiban
perpajakan perusahaan, sehingga apabila terdapat kesalahan, perusahaan dapat
memperbaiki kesalahannya sebelum dilakukan pemeriksaaan oleh otoritas pajak.
Selain dapat menghindarkan perusahaan dari potensi dikenakannya sanksi
perpajakan, tax review juga dapat membantu perusahaan untuk menghitung potensi
pajaknya di kemudian hari dan memperkirakan strategi untuk melakukan fax
planning.

Tax review merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para
wajib pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan kewajiban
perpajakannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku (Sumarsan, 2015:5). Tax review dimulai dari perhitungan pajak,
pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai
tingkat kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam suatu periode
waktu tertentu. Tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang
ada dalam perusahaan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 28A atau 29, PPh Pasal 4
Ayat (2), PPN, serta kewajiban perpajakan lainnya. Tax review bertujuan untuk
menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, meminimalisir
sanksi administrasi perpajakan, memperlancar penyusunan laporan SPT Pajak untuk
tahun berjalan, membetulkan SPT Masa dan SPT Tahunan berdasarkan hasil dari tax
review (Sumarsan, 2015:8). Perbaikan dan penyesuaian terhadap peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dilakukan apabila terdapat
kekeliruan saat melakukan tax review. Oleh karena itu, tax review sangat penting
untuk dilakukan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan di
kemudian hari.

Perhotelan merupakan salah satu sektor penyumbang pertumbuhan
perekonomian potensial yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar mampu
memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah guna
membiayai pembangunan di kota Jambi (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah, 2018). Semakin berkembangnya sektor perhotelan di kota Jambi dari waktu

ke waktu ditunjukkan dengan semakin banyaknya hotel berbintang. Sampai dengan



tahun 2018, jumlah hotel berbintang di kota Jambi adalah 29, yang terdiri dari
delapan hotel berbintang satu, tiga hotel berbintang dua, 12 hotel berbintang tiga, dan
enam hotel berbintang empat. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16% dari
tahun 2017 dengan jumlah hotel berbintang sebanyak 25, yang terdiri dari tujuh hotel
berbintang satu, empat hotel berbintang dua, delapan hotel berbintang tiga, dan enam
hotel berbintang empat (Badan Pusat Statistik, 2018). Kebutuhan akan hotel
berbintang ini bertujuan untuk mendukung event nasional maupun internasional yang
diselenggarakan di kota Jambi yang berdampak positif terhadap aspek sosial dan
manfaat sebesar-besarnya terhadap perekonomian kota, mempercantik wajah kota
serta membantu terwujudnya visi kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa
berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

Tumbuhnya industri perhotelan di kota Jambi memberikan kontribusi
positif pada struktur perekonomian kota Jambi dan memberikan kesempatan
terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, semakin berkembangnya
industri perhotelan di kota Jambi ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap
kenaikan realisasi capaian penerimaan Pajak Hotel kota Jambi dari tahun ke tahun,
yaitu hanya sebesar 5% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2017, Pajak Hotel
memberikan kontribusi sebesar Rp 10.067.000.681 atau hanya sebesar 4,9%
terhadap total pajak daerah kota Jambi sebesar Rp 201.429.750.673. Pajak Hotel
memberikan kontribusi terbesar ke-5 terhadap total pajak daerah kota Jambi setelah
Pajak Penerangan Jalan sebesar 30,2%; BPHTB sebesar 28,7%; Pajak Restoran
sebesar 12,8%; dan Pajak Hiburan sebesar 5,2% (Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah, 2018). Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan
tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di kota Jambi dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Hotel RK terletak di tengah-tengah kota Jambi yang dapat dicapai
hanya dengan 20 menit berkendara dari Bandara Sultan Thaha. Hotel RK merupakan
wajib pajak badan. Hotel RK dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dibantu
oleh seorang ahli di bidang perpajakan. Pada penelitian ini, ruang lingkup tax review
yang akan diteliti pada Hotel RK terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan
Pajak Restoran. 7ax review dilakukan pada Hotel RK dengan tujuan untuk

meminimalisir sanksi perpajakan serta melakukan fax planning pada Hotel RK.



1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di
Hotel RK?
Bagaimana hasil fax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Hotel di Hotel

RK?

. Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Restoran di

Hotel RK?
Bagaimana potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK berdasarkan

hasil tax review?

. Apa strategi tax planning yang dapat dilakukan pada Hotel RK berdasarkan hasil

tax review?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Menganalisis hasil fax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan
di Hotel RK.
Menganalisis hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Hotel di

Hotel RK.

. Menganalisis hasil fax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Restoran di

Hotel RK.
Menganalisis potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK

berdasarkan hasil tax review.

. Menganalisis strategi fax planning yang dapat dilakukan pada Hotel RK

berdasarkan hasil tax review.



1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Hotel RK
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang
bermanfaat bagi pimpinan Hotel RK untuk dapat melakukan efisiensi atas beban
pajak perusahaan dengan cara melaksanakan fax review agar pelaksanaan
kewajiban perpajakan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dengan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang
membahas topik penelitian sejenis.

3. Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak
yang tertarik untuk mempelajari hal-hal terkait perpajakan agar dapat menjadi

referensi.

1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau
istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,
termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimilliki oleh pihak yang
sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak Hotel dipungut atas setiap
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang meliputi: fasilitas
penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain dalam bentuk hotel,
gubuk pariwisata, motel, wisma, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan;
pelayanan penunjang yang disediakan atau dikelola hotel; fasilitas olahraga dan
hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum; serta jasa
persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Berdasarkan
definisi di atas, Hotel RK termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak dalam

bidang perhotelan yang menyediakan fasilitas jasa penginapan, di mana atas



penghasilannya, Hotel RK terutang Pajak Hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Terdapat 2 (dua) sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Hotel
RK, yaitu self-assessment system dan withholding system. Dengan self-assessment
system, Hotel RK memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang. Kewajiban perpajakan perusahaan yang dihitung menggunakan self-
assessment system adalah Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun
2013, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak,
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan
tarif sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan.

Sedangkan kewajiban perpajakan Hotel RK vyang dihitung
menggunakan withholding system adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal
4 Ayat (2). Pemeriksaan pajak merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh wajib
pajak dikarenakan akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk membayar
lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang bayar. Hal ini nantinya akan
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena harus mengeluarkan dana lebih
untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak harus melakukan internal tax review
untuk mengkaji kembali kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan di masa
lampau. Perusahaan juga dapat memahami, mengolah kembali, dan membandingkan
pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan di masa lampau. Secara
umum, terdapat beberapa langkah dalam melakukan tax review (Sumarsan, 2015:31).
Pertama, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba rugi). Kedua,
menelaah setiap transaksi dari pembukuan dan mengidentifikasi transaksi apa saja
yang terutang pajak. Ketiga, apabila terdapat transaksi yang tidak jelas aturan
pajaknya tetapi berpotensi untuk dikenakan pajak, maka perusahaan harus melakukan

identifikasi secara terpisah terhadap transaksi tersebut. Keempat, menghitung jumlah



objek pajak maupun potensi objek pajak yang mungkin timbul dari masing-masing
transaksi. Kelima, menghitung perkiraan jumlah pajak yang terutang, baik yang
benar-benar terutang maupun memiliki potensi terutang. Keenam, melakukan
rekapitulasi pajak yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui SPT. Terakhir,
menghitung perkiraan jumlah pajak terutang yang harus dibayar serta berapa potensi
pajak yang mungkin muncul di kemudian hari.

Tax review penting untuk dilakukan karena dapat membantu
perusahaan mengetahui apakah seluruh kewajiban perpajakan perusahaan telah
dilakukan dengan benar. Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat
dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
administrasi adalah upaya pertama untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak yang
terdiri dari bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir
untuk terciptanya kepatuhan perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak
apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan apabila wajib pajak tidak
melaporkan maupun terlambat melaporkan SPT. Dalam hal ini berlaku untuk SPT
normal, bukan pembetulan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dikenakan dalam
hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa maupun SPT Tahunan yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dihitung sejak penyampaian SPT
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
bulan. Selain itu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan juga
dikenakan atas pembayaran atau penyetoran pajak atas kekurangan, yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan dalam hal wajib pajak



yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT maupun karena
kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak
benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
menimbulkan kerugian negara, jika pertama kali dilakukan tidak dikenakan sanksi
pidana dan wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta
sanksi administrasi berupa kenaikan 50%/150%/200% dari pajak yang kurang
dibayar atau pajak yang terutang.

Selain dapat menghindarkan perusahaan dari potensi dikenakannya
sanksi perpajakan, pelaksanaan tax review juga dapat membantu perusahaan untuk
menghitung potensi pajaknya di kemudian hari dan memperkirakan strategi untuk
melakukan tax planning. Tax planning bertujuan untuk mencari berbagai celah yang
dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan

dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.



Gambar 1.1.

Skema Kerangka Pemikiran

WP Badan: Hotel RK

Self-assessment system: PP Nomor

46 Tahun 2013, Pajak Hotel, Pajak Withholding system: PPh
Restoran Pasal 21, 23, 4 Ayat (2)

Tax review atas seluruh kewajiban perpajakan perusahaan

A 4 Y

Tax planning Potensi dikenakannya sanksi
A 4 A

Sanksi administrasi Sanksi pidana
v A\ 4

Denda Denda pidana

Bunga Pidana kurungan
Kenaikan Pidana penjara

Sumber: berbagai sumber, telah diolah





